BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPAT!I JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI JEPARA,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka
6 Romawi IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomos
37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2011, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan mendahulu
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk
Program dan kegiatan yang dibiayat dari dana transfer dan
sudah jelas peruntukannya sepertl Dana Darurat, Dana Bencana
Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus sera
pelaksanaan kegiatan dalam keadsan darurat dan/atau
mendesak lainnya, yang belurn cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dengan cara Menetapkan Peraluran
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. menyusun RKA.
SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagal dasar
pelaksanaan kegiatan dan ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, alauy disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan
Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD:

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a peru menetapkan [Peraturan Bupati Jepara tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2010
tantang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupat Nomor 28 Tahun 2011 fentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 686 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011



10.

"

Iuﬂtnq-mdang Nomor 13 Tshun 1950 wntang Pembentukan
Dpemrah-daerah Kabupaten Daiam Lingkungan Propmns Jawa Tengsh,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burmi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor
68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagamana telah tubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tertang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repulblk
ndonesia Tahun 1584 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republk indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai {l.embaran
Negaa Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cuka {Lembaran Negaa Republik Indonesa Tabun 2007 Nomor
1057 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1897 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik mdonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3688,

Undang-Undang Nomos 28 Tahun 1889 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negaa Republik Iindonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Ilentang Pemanksaan
Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 204 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republk
ndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan lndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}



12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenmtang Penmbangan
Keuangsn Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah
fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

13Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah {(Lembaran Negara Republk indonesia Tahun 2008
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tertang Kedudukan
Keuangan Kepaa Daersh dan Wakit Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Wndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4028);

15 Peraturan Pemernintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protoloier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2004
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana leish beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerint2h Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Permbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4575):

18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomor 4578) .

18Peraturan [Pemenntah Nomer 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negaea Republk indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

20 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

21. Peraturan Pemenntah Nomor 85 Tahun 2005 lentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republk Ihdonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4585).

22 Peraturan Pemerfintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembtinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negam Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4593),



F an Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 lentang Pelaporan
Kesusngan dan Kinerjia Instansi Pemennlah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negars Republi Indonesia Nomor 4614);

24 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tertang Pembagan
Urusan Pemenntahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah
Provirsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

25 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tertang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Repubbk Indonesa Tahun
2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republk Indones:a
Nomor 4741);

26 Peraturan Pemerintsh Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengueasha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

97 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
Keduabeias atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Neger Sipil (Lembaran Negars Repubik
ndonesia Tahun 2010 Nomor 31):

28 Peratwran Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 lentang Tata Cara
Pembei.an dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor
5181):

29 Peraturan Pemerntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2010 Nomor 123, Tembahan Lembaran Negara Republk
hdonesia Nomor 5165);

30 Peraturan Pemerntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar
59 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5218},

2 Pecaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Deersh sebagaimana lelah
beberapa kali dubah terakhr dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011 ftentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

32 Peratuwran Menten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Dana Alokasl Khusus ¢ Daerah:

A3 Perafuran Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011,

34 Peraturan Daersh Kabupaten Jepara Nomor B Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepaa Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana lelah beberapa kali
dubah terakhr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten



‘Nomor B Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepera
(Lembaran Oasrah Kabupaten Jepaa Tahun 2007 Nomor 3
Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

35 Persturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 20086 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3;

38 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 208 tertang

Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha

Milk Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jaleng (Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Tshun 2008 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

37 Peratwran Caerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2011
Nomor 25);

38 Peraturan Bupali Jepaa Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupsaten
Jepara Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapakali
dubah terakhr dengan Peraturan Bupati Nomar 26 Takun 2011
tertang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66
Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dant Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 211).

MEMUTUSKAN:

Monetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMCR 66 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran
2011, sebagamana '=iah beberapakali tiubah terakhir dengan Peraturan Bupath Nomor 26
Tahun 2011 tertang Ferubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jepara Tahun Anggaran 2011 { Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 211)
diubah sebaga benkut



a  Pendapatan Ash Daamh
b Dana Perimbangan

Jumiah Pendapatan

2 Belanja
a Belang Tdak Langsung

1)
2)
3)
4
5
6)
L
8

Belara Fegawai

Setarya Bunga

Baianja Subsich

Baiarsa Hibah

Belania Bartusn Sosial
Baiania Bag Hasi
Beiarys Bamtuan Keuangan
Baiania Tidak Terduga

b Belana Langsung

b
2k

H

g . :
Beisrya Barang dan Jasa
Balarya Modal

3 Pembaysan
8 Pesnenmaan

b, Pengelusran

Jumiah Pembayann Neta

Rp
Rp

97874 429 00000
714 568710 00000

¢ Lan-an Pendapatan yang Sah Rp 244 880988 0D00.00

Rp
Rp.

Rp
Rp.
Rp

Rp.

Rp

0,00
2.875000.000,00
31931403 00000
48 715 48 00000
84873 000 00000
24.554.000,00000
1.500.000.000.00

48920 197.000:00
183 620 680. 000,00
221349 666 000,00

88 040 807 000,00
13100 84 1.000,00

Sisa Labin Pembigysan Anggaran Tahun Barkenaan

Rp 1057 102 125 00000

Rp. 648151.435 000,00

Rp 463 800.556.00000

Rp 1.112041.691.00000

{Rp. 54939 586 00000}

Rp. 54909 568 00000

Rp. Q.00
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2 Ketenusn dalam Lampiran | diubah sehingga barbuny sebagai beniat:

1

11
111
112
112

1.2
121

122
123
13

131
133

134

135

2.1.

211
213
214
215
218

218

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASL|I DAERANH

PAJAK DAERAH

RETRIBUS) DAERAH

HASK PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAFRAH YANG DIPISAHKAN

LAIN - LAN PENDAPATAN ASLI DAERAM
YANG SAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASL
BUKAN PAJAK

DANA ALOKAS] UMM

DANA ALOKAS]I KHUSUS
LAN - LAN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

HIBAH

DANA  BAGI HASL PAJAK DARI
PROVINS| DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA

DANA PENYESUALAN DAN OTONOM
KHUSLS

BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
JUMLAH PENDAPAT AN

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAJ

BELANJA SUBSID!

BELANJA HBAH

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATENKOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATENKOTA, DESA
DAN PARPOL

BEH ANJA TDAK TERDUGA

g§383

€

g P

&3

Rp.

Rp.

33337

Rp

97.874.420.000,00
23,298 33700000
18128 680 00000

3282 641 00000

£5.162. 76100000

714 566_710.000,00
513685 594 00000

582 496 116 00000

70705000 000 00

244.5660.986.000,00

16881, 16000000

34 488 275 00000

123.265.811.00000

85.255710.000,00

1-n ET|102-1 z_ﬁim.m

648.651.435.000,00
230,858 534 00000
2879 000 00000
31931 403 00000
46 715 458 00000
8673000 00000

24 554 000 00000

1.500.000 00000



BELANJA LANGSUNG . Rp.  463.890.556.000,00
BELANJA PEGAWAI Rp 48 520,187 000,00
BELANJA BARANG DAN JASA Ro. 193620 683 000.00
BELANJA MODAL Rp. 221 349 868 00000
JUM LAH BELANJA : Rp. 1.112.041.991.000,00
DEFISIT Rp. (54 639 885 0000C)

3. PEMBIAYAAN

31. PENERIMAAN PEMBIAYAAN : Rp. 68.040.807.000,00

311 Sisa Lebh Perhfungan Anggaran Daerah Rp. 58,391 461 00000
Tahun Sebelumnya

314 Penenmaan Pinjaman Daerah . Rp 2400000 000,00
315 Penenmaan Kembal Pemberian Pnjaman - Rp 7249 346 00000
2. PENGELUARAM PEMBIA YAAN : Rp. 13.100.941.000,.00
322 |Penyertaan Modal {investas) Pemenntah @ Rp 13,100 941,000 0O
Dasrah
SURPLUS PEMBIA YAAN : Rp 54.939.866.000,00

. Ketentuan dalam Lampiran § pada SKPD Dinas Pendidkan, Pemuda dan Oiahraga
dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbuny sebagai berikut

101.01.000.000.5 BELANJA DAERAH : 422.248.726.000,00

Ketentuan dalam Lampiran N, pada SKPD Dinas Pendidikan, Permuda dan Olahraga
dalamn Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

1.01.01.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG : 140.456.904.000 04

Ketentuan dalam Lampiran Il pada SKPD Dnas Pendidiken, Pemuda dan Olalraga
dalam Program Wajb Belgjar Sembilan Tahun dutbah sehingga berbunyi sebaga benkut

1.01.01.026 PROGRAM WAJEB BELAJAR 123.469.102.000,00
SEMBILAN TAHUN

Ketentuan dalam Lampiran 1, pada SKPD Dinas Pendidikan, Permuda dan Olshraga
dalam Program Wajb Belajar Sembilan Tahun ditambah 2 (dua) Kepatan sebaga berikut

1.01.01.026.136 REHABILITASI RUANG : 564.956.000,00
KELAS,  PERPUSTAKAAN
DAN LABORATORIUM SMP
(DPPID)



10101026. 138 .5.2.1 BELANJA PEGAWAI : 8.700.000.00

1001026 13652 101 Betanja Honoranum PNS £ 700 00000

10101.0261385210103 Belana Honoranun Pengedaan . 2. 200.000,00
Sarang dan Jasa

10103026 1385210104 Belanyja Honoranum Tenage 3.200.000,00
Ahl/Narasumber/inatruktur

101.01.026.136.5.2.3 BELANJA MODAL : 556.256.000,00

10101 026136523 30 Belanja Modai Pemeltharaan 556256, 00000
Bangunan Geadung

10101026.1385233001 PBelaya Modal Femeliharaan 556.256. 000,00
anam Gedung Tempat

1.01.01.026.137 REHABILITAS) RUANG 1.102.500.000.00
KELAS RUSAK BERAT SD
{DPPID})

1.01.01.026.137.5.2.1 BELANJA MODAL : 1.102.500.000, 00

101010268, 13752.330 Belaryga Modal Pemelharaan 1.102. 500.000 00
Bangunan Gedung

10101026 1375233001 Belana Modal Pemelharaan 1.102.500.000,00
Bangunan Gedung Tempat
Kerja

7 Ketentuan dslam Lampiran ¢, pada SKPD Oinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM
dalam Akun Belana Dasrah dubah sehingga barbunyi sebagai berikut

1.01.01.000.000.5 BELANJA DAERAH : 111.309.212.000.00

8 Ketentuan dalam Lampiran N, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM
dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbuny sebagal berihkut

1.01.01.000.000.5.2 BELANJA LANG SUNG : 104.403.551.000,00

9 Ketentuan dalam Lampiran B pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM
dalam Program Pembangunan Jalan dan Jerbatan dwbah sehingga berbunyt sebaga
bernikut

1.01.01.070 PROGRAM PEMBANGUNAN : 24.845.409.000 00
JALAN DAMN JEMBATAN

10. Ketentuan dalam Lampiran I, pada SKPD Dnas Bina Marga, Pengaran dan ESDM
dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ditambah 1 (satu} Kegiatan sebagai
berikut:



1.0101.070087

1.01.01.070.087.5.2.2
1010107008752216
101010700878221601

10101070.087.5.2.3
1010107008752332

10101070087 5233201

PENINGKATAN

INFRAS TRUKTUR JALAN
(PPPD)
BELANJA BARANG DAN

JASA

Belsnja Pemelharaen Jalan,
Ingas: dan Jaringan

Belagnja Pemelharaan Jakn dan
Jembatan

BELANJA MODAL

Betarya Modal Peameliharaan
Jalan dan Jembatan

Beianja Modal Pemelharaan
Jalan

4.820.409.000,00

1.850.406.000,00
1850 408 00000
1.850. 409 00000

2.870.000.000,00
2870.000.000,00

2870 000 00000

11. Ketentuan daiam Lampiran I, pada SXPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dalam Akun Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai benkut

1.20.03.000.000.4

PENDAPATAN DAERAH

993.650.012.000,00

12, Ketentuan dalam Lampiran |, pada SKPD Diras Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah daiam Kelompok Pendapatan Lan - Lan Pendapatan Daerah Yang Sah
diubah sehingga berbunyi sebagai benkut :

1.20.03.000.000.4.3

LAN - LAN PENDAPATAN
DAE RAH YANG SAH

244.660.986.000,00

13Ketentuan dalam Lampiran |l pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lan - Lan Pendapatan Daerah Yang Sah.
Jens Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana
Penyesuaian dtambah nncian obyek Pendapatan Oana Percepatan Pembangunan
Iinfrastruktur Daerah sehingga berbuny: sabagal berkut :

1.20.03.000.000.4.2.4

1.20.03.000.000.4.3.4.01
1.20.02.000.000.4.2.4.01.01

1.20.03.000.000.4.3.4.01.01
1.20.03.000.000.4.3.4.01.04

1.20.03.000.000. 4.3.4.01.03

DANA PENYESUAIAN DAN

OTONOM KHUSUS
DANA PENYESUAIAN

DANA PENYESUAIAN
INFRASTRUKTUR

DANA BOS

DANA PENYESUAIAN
TAMBAHAN DAU UNTUK
IR PNSD

DAMNA FERUEFAIAN
PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAERAH

123.255.811.000.00

123.255.911.000,00
17.225.000.000,00

64.776.529.000,00
44,666, 417.000,00

LR T g ST T T T



Pasal 0

u peda tanggal dundangkan.

. memenntahkan Pengundangan Peraturan ni dengan
Benta Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan d Jepara
E pada tanggal & September 2011

BUPATI JEP :

Lo

HENDRO MARTQJO

"
Ciundangkan d Jepara PENELITIAN PROOUX HUKLM
pada tangga 2y September 2011 JABAT RN PARAF
Senatern Dlw 1
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Ansten |
JEPARA Kepaia Bag >
Kk
Knpald GHPT
BAGIAN HUKUW

BERITA DAERAH IUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 230D



